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1.1. Latar Belakang 
Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengatur tata cara dan mekanisme perencanaan pembangunan nasional dan daerah, maka pembangunan suatu daerah mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (20 Tahun),    Perencanaan   Pembangunan  Jangka  Menengah (5 Tahun) dan Dokumen Perencanaan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta mengacu pada Dokumen Perencanaan Spasial Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 20 Tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033 sebagai acuan penyusunan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019. RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku periode 2014-2019. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan penyusunan RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah Gubernur  dan  Wakil Gubernur dilantik. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi  Maluku atas  nama  Ir. Said Assagaff dan Dr. Z. Sahuburua, SH.MH dilakukan pada tanggal 10 Maret Tahun 2014 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku ini merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah lima tahunan yang memuat Kebijakan Umum Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum Keuangan Daerah, Strategi dan Program Perencanaan Pembangunan SKPD lintas SKPD dan Program Kewilayahan disertai dengan Rencana-Rencana Kerja Dalam Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan yang bersifat Indikatif. RPJMD ini juga dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Provinsi Maluku dan juga sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang merupakan dasar Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku RPJMD ini juga dijadikan sebagai acuan sehingga pembangunan disetiap daerah dapat saling menunjang dan terintegrasi secara regional untuk menunjang upaya pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi, misi Pemerintah Daerah dan visi, misi secara Nasional.
Penjabaran visi, misi Pemerintah Daerah yang akan dicapai dalam RPJMD ini tertuang dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program dan kegiatan prioritas yang bersifat indikatif yang berfokus pada:

Pertama	: 	Aspirasi, kebutuhan dan kepentingan masyarakat Maluku;

Kedua	: 	Identifikasi dan penanganan isu-isu strategis dengan sasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan yang dinamis;
Ketiga	: 	Disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah kepulauan;

Keempat	: 	Menyesuaikan tuntutan perkembangan Lokal, Regional, Nasional dan Internasional;

Sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang dijadikan acuan dalam proses perencanaan pembangunan di Provinsi Maluku, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pada prinsipnya proses penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan dengan 4 (empat) pendekatan yaitu:
1. Pendekatan Teknokratik : pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. Pendekatan Partisipatif : pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan ini adalah untuk terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen rencana pembangunan daerah.
3. Pendekatan Politis: pendekatan ini merupakan proses perencanaan pembangunan yang menerjemahkan dengan tepat dan sistematis atas visi, misi dan program kepala daerah, wakil kepala daerah kedalam tujuan, strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah selama masa jabatan. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan kepala daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan pada calon kepala daerah pada saat kampanye kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Selanjutnya RPJMD tersebut akan dibahas dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan menjadi peraturan daerah yang mengikat semua pemangku kepentingan.
4. Pendekatan Perencanaan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah-Atas (bottom-up): pendekatan top-down dan bottom-up dilaksanakan sesuai jenjang pemerintahan dari desa/negeri/ohoi/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, Provinsi dan Nasional sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019 sesuai dengan RPJPD Provinsi Maluku (Peraturan DaerahNomor 02 Tahun 2009) berada pada tahap kedua yaitu memantapkan penataan kembali  Maluku  disegala bidang dan tahap ketiga yaitu menjamin kesinambungan secara  menyeluruh  dengan tahap  sebelumnya  di   segala   bidang.  Visi, Misi   RPJPD  Tahun  2005-2025 adalah Maluku yang rukun dan damai, adil dan demokratis serta maju dan sejahtera dengan 3 (tiga) misi sebagai berikut:
1. Mewujudkan masyarakat kepulauan Maluku yang bertaqwa, rukun, aman dan damai.
2. Mewujudkan masyarakat kepulauan Maluku yang maju, mandiri dan sejahtera.
3. Mewujudkan masyarakat kepulauan Maluku yang adil dan demokratis.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku 2014-2019 didasarkan pada:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor4, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4959);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4966);
14. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor149, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5068);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5025);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5009);
17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5188); 
18. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan               Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor132, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3776);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3838);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor146, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4452);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Republik  Indonesia Nomor 4817);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4833);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengolahan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5004);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5097);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor  29, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5111);
32. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
33. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku
34. Instruksi presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
37. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005-2025;
38. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);
39. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Maluku dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku;
40. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03);
41. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2008 tentang Kepariwisataan di Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07);
42. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);
43. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06);
44. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23).

1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
 Proses perencanaan pembangunan mengacu pada beberapa dokumen perencanaan yang saling memiliki keterkaitan dan saling bersinergi untuk dapat mencapai tujuan pembangunan. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku 2014-2019 memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan ditingkat Nasional, Regional, dan Lokal. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku 2005-2025dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Maluku Tahun 2013-2033. RPJMD ini tetap memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Memperhatikan keterkaitan hubungan fungsional RPJMD Provinsi Maluku dengan dokumen perencanaan lain, selain memperhatikan dokumen spasial RTRW Provinsi Maluku, penyusunan RPJMD ini juga memperhatikan RPJMD dan RTRW Provinsi Tetangga. Keterkaitan hubungan fungsional ini difokuskan pada program-program pembangunan sistem jaringan  sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Memperhatikan kondisi geografis Provinsi Maluku sebagai Provinsi Kepulauan, maka sinergitas perencanaan diutamakan pada pencapaian program pembangunan kewilayahan yang mendukung konektivitas sistem transportasi darat, laut dan udara di Provinsi Maluku dan Provinsi yang berbatasan.
Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan, evaluasi rencana pembangunan daerah sampai pada penetapan peraturan daerah RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019 telah terintegrasi dengan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategisdengan tujuan memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RPJMD Provinsi Maluku sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengingat Provinsi Maluku berada pada pertemuan 3 lempeng aktif dunia yang berpotensi multi bencana.
Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, RPJMD Provinsi Maluku merupakan dokumen yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun berdasarkan tahapan dengan melibatkan berbagai stakeholders termasuk Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. RPJMD ini juga akan dijabarkan didalam rencana pembangunan tahunan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen RKPD akan menjadi dasar penyusunan kebijakan umum APBD (KUA), Rencana Kerja (Renja) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) setiap tahun anggaran. Untuk itu diharapkan sasaran dan tujuan pembangunan didalam RPJMD ini dapat dicapai secara bertahap setiap tahunnya, sehingga diharapkan proses pembangunan terwujud dalam suatu sistem yang terencana dan berkelanjutan, serta dapat menciptakan kondisi kehidupan yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan dan sejahtera. hubungan antar dokumen yang dimaksud terlihat pada gambar dibawah ini :
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)Gambar 1.1. Keterkaitan antara RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya
Proses perencanaan pembangunan mengacu pada beberapa dokumen perencanaan yang saling memiliki keterkaitan dan saling bersinergi untuk dapat mencapai tujuan pembangunan. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku 2014-2019 memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan di tingkat Nasional, Regional, dan Lokal. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Maluku Tahun 2013-2033. RPJMD ini tetap memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, serta memperhatikan draft RPJMN 2014-2019 dan dokumen perencanaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Keterkaitan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel1.1.Keterkaitan Dokumen Perencanaan
	RPJPN
2005-2025
	RPJMN
2009-2014
	RPJMD PROVINSI
MALUKU 2014-2019

	VISI
	VISI
	VISI

	“INDONESIA YANG MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR”
	“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN”
	“MANTAPNYA PEMBANGUNAN MALUKU YANG RUKUN, RELIGIUS, DAMAI, SEJAHTERA, AMAN, BERKUALITAS DAN DEMOKRATIS DIJIWAI SEMANGAT SIWALIMA BERBASIS KEPULAUAN SECARA BERKELANJUTAN”


	MISI
	MISI
	MISI

	1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah pancasila
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berdasarkan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional
	1. Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia Sejahtera

2. Mempekuat Pilar-Pilar Demokrasi

3. Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang
	1. Memantapnya masyarakat Maluku yang Rukun, Religius, Aman dan Damai
2. Menjadikan masyarakat Maluku yang Berkualitas dan Sejahtera
3. Mewujudkan pembangunan Provinsi Maluku yang Adil dan Demokratis berbasis kepulauan secara berkelanjutan

	PRIORITAS
	PRIORITAS/AGENDA
	PRIORITAS

	1. Peningkatan kemampuan sdm dan teknologi
2. kondisi aman dan damai yang makin mantap
3. Kesejahteraan rakyat terus membaik
4. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan
5. Daya saing semakin kuat dan kompetitif
6. Ketersediaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, energi
7. terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.


	Agenda I : Pembangunan
Ekonomi dan Peningkatan
Kesejahteraan Rakyat

Agenda II : Perbaikan Tata
Kelola Pemerintahan

Agenda III : Penegakan Pilar
Demokrasi

Agenda IV : Penegakkan
Hukum Dan Pemberantasan
Korupsi
	1. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan 
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan kesehatan 
4. Peningkatan Infrastruktur 
5. Peningkatan Iklim Investasi dan usaha 
6. Peningkatan Ketahanan Pangan 
7. Peningkatan reformasi  birokrasi, pemantapan demokrasi, keamanan dan ketertiban serta kualitas perdamaian 
8. Penataan ruang, percepatan pembanguna daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pengelolaan lingkungan hidup serta kawasan rawan bencana 
9. Pengembangan kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi 




Penjelasan :	
Berdasarkan kajian hubungan antara RPJPN (2005-2025),   RPJMN (2009-2014),   dan   RPJMD (2014-2019) Provinsi Provinsi Maluku, digambarkan sebagai berikut:
1. Visi Provinsi Maluku sesuai/sejalan/selaras dengan visi RPJPN (2005-2025) dan Visi RPJMN (2009-2014)
2. Misi Provinsi Maluku sesuai/sejalan/selaras dengan Misi RPJPN (2005-2025) dan Misi RPJMN (2009-2014).

1.4. Sistematika Penulisan
BAB.I. 	PENDAHULUAN 
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BAB II. 	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
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II.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
II.3. Aspek Pelayanan Umum
II.4. Aspek Daya Saing Daerah
BAB III.	PEMBANGUNAN MALUKU BERBASIS KEPULAUAN
III.1. Maksud dan Tujuan 
III.2. Pendekatan Pembangunan Provinsi Maluku sebagai Provinsi Kepulauan 
III.3. Arah Pengembangan Pada Masing-Masing Gugus Pulau 
BAB IV.	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
IV.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
IV.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
IV.3. Kerangka Pendanaan
BAB V. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 
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BAB VI.	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2014-2019
	VI.1. Visi
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BAB VII. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2014-2019
VII.1. Strategi Pembangunan Daerah
VII.2. Arah Kebijakan
BAB VIII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB IX.  INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHANPENDANAAN
BAB X.   PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB XI.  PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
BAB XII. PENUTUP



	

1.5. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku 2014-2019 yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan dimaksudkan untuk:
1. Menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih fokus sebagai uraian dari Visi, Misi Pemerintah Daerah dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
2. Dokumen perencanaan sebagai rumusan kebijakan umum dan program pembangunan yang akan dilaksanakan PemerintahProvinsi Maluku dalam 5 (lima) tahun kedepan;
3. Sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Maluku dalam menyusun Renstra SKPD;
4. Sebagai perwujudan komitmen antara pemerintah daerah, DPRD, swasta dan masyarakat terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai dalam APBD Provinsi;
5. Sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) lima tahun ke depan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku, secara spesifik merupakan dokumen yang menggambarkan kondisi masa depan Provinsi Maluku sampai tahun 2019 yang direncanakan perwujudannya melalui upaya-upaya yang sistematis dengan perencanaan anggaran yang rasional. RPJMD ini juga dimaksudkan menjadi bahan implementasi paruh waktu RPJPD tahap kedua dan tahap ketiga untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang tahun 2025, melalui arah kebijakan dan program prioritas yang telah tersusun dalam RPJMD ini untuk dapat dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu tujuan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019 adalah:
1. Penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terfokus, terukur dan dapat dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan (2014-2019);
2. Dijadikan sebagai rujukan resmi SKPD se-Provinsi Maluku dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD, landasan sinkronisasi/sinergi antara pencapaian sasaran program pembangunan daerah Provinsi Maluku dengan pencapaian program prioritas Nasional yang akan didanai bersumber dari APBN dan/atau sumber dana lainnya yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan melalui Gubernur;
3. Mempermudah pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja setiap SKPD dilingkup pemerintahan Provinsi Maluku;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga terwujud kondisi yang aman dan kondusif dalam melaksanakan program pembangunan secara berkelanjutan;
5. Membangun komitmen melalui kerjasama dan kemitraan pembangunan pada tingkatan pemerintahan di Provinsi Maluku;
6. Menjadi acuan dalam penyusunan RKPD 5 (lima) tahun kedepan (2014-2019);
7. Menjadi tolak ukur kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku;
8. Dijadikan sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan kepala SKPD dalam melaksanakan implementasi program pembangunan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah;
9. RPJMD ini menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Maluku;
10. Menjadi acuan dalam fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD;
11. Merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat terutama untuk lebih memantapkan pencapaian Visi Pemerintah Daerah yaitu “Mantapnya Pembangunan Maluku Yang Rukun, Religius, Damai, Sejahtera, Aman, Berkualitas dan Demokratis Dijiwai Semangat Siwalima Berbasis Kepulauan Secara Berkelanjutan”.
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